Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

PUTUSAN
Nomor 682/Pdt.G/2017/PA.Clg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan dalam perkara

cerai gugat antara:

20000 X, umur 30 tahun, agama Islam,
pendidikan D3, pekerjaan Ibu Rumah tangga, tempat
tinggal di  XOO0XXXXXXXXX  XXXXXXXXX, Kecamatan
Cilegon, Kota Cilegon selanjutnya disebut sebagai
Penggugat;

melawan

2OOOOOOOOOOOOXXXXXXXXXXXXX, umur 30 tahun, agama
Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta,
tempat tinggal di  XO0XXXXXX  XXXXXXXXXXXXX
Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, selanjutnya
disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan memeriksa berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya
tertanggal 31 Oktober 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan
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Agama Cilegon dengan register perkara nomor 682/Pdt.G/2017/PA.Clg

tanggal 31 Oktober 2017, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 Juni 2013 Penggugat dan Tergugat telah
melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilegon (Kutipan Akta Nikah Nomor:
190/36/V1/2013 tanggal 17 Juni 2013;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup
bersama sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak
benama;

1. Ayman Mifzal Banu Radisya (Ik) lahir 05 Februari 2014;
2. Deahza Danish Radisya (Ik), lahir tanggal 16 Juni 2015;

3. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun
dan harmonis, namun sejak bulan Nopember 2015 sudah tidak rukun
dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang
antara lain disebabkan:

a. Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada
Penggugat;

b. Tergugat memiliki watak yang keras dan sering berkata-kata kasar
kepada Penggugat;

c. Tergugat kurang terbuka masalah keuangan;

d. Tergugat kurang menghargai keluarga Penggugat;

4. Bahwa akibat konflik tersebut antara Penggugat dan Tergugat pisah
tempat tinggal sejak bulan Oktober 2017;

5. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat
dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga
tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah,
mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya
agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan
norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi
Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat

dengan Tergugat;
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6. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul
akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua

Pengadilan Agama Cilegon cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan

mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang

amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cilegon untuk

mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan
hukum tetap ke Pegawai Pencatat Nikah KUA yang mewilayahi
tempat tinggal dan tempat menikah Penggugat dan Tergugat;

4. Membebankan biaya perkara menurut Hukum;

Atau menjatukan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan
Tergugat tidak datang menghadap di persidangan meskipun menurut
berita acara panggilan dari Jurusita Pengganti yang dibacakan
di persidangan telah dipanggil dua kali dengan resmi dan patut, sedangkan
tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan
yang sah dan tidak mengirimkan wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir
di persidangan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan dan semua hal ihwal yang
terjadi dalam persidangan secara lengkap telah tercatat dalam berita
acara persidangan, dan untuk mempersingkat uraian ini Majelis Hakim
menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari

putusan ini;
PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak hadir di persidangan sebanyak
dua kali berturut-turut, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
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hadir di persidangan tanggal 09 Nopember 2017 dan tanggal 18 Desember
2017;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak hadir di persidangan tanpa
alasan yang sah dan tidak mengirimkan wakil atau kuasanya yang sah untuk
hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Penggugat tanpa alasan
yang sah tersebut telah cukup membuktikan bahwa Penggugat tidak
bersungguh-sungguh untuk mengikuti proses persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis hakim
berpendapat untuk menggugurkan gugatan Penggugat karena Penggugat
telah terbukti tidak bersungguh-sungguh dalam mengikuti proses
persidangan dengan tidak hadir di persidangan sebanyak dua kali berturut-
turut tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut
dan tidak mengirimkan kuasanya untuk hadir, sesuai dengan ketentuan
Pasal 124 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3
Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang
timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara’ yang

berkaitan dengan perkara ini;
MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara
sebesar Rp. 671.000,00 (enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin
tanggal 15 Januari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul akhir
1439 Hijriyah, oleh kami, Syakaromilah, S.H.l., M.H. sebagai Ketua Majelis,
Dian Siti Kusumawardhani, S.Ag.,SH dan Alvi Syafiatin, S.Ag masing-masing
sebagai Hakim Anggota, Putusan mana dibacakan pada hari itu juga oleh
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Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri
oleh Hakim Anggota yang sama serta Drs. Supiyan, SH sebagai Panitera
Pengganti, tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat ;

Ketua Maijelis,

gl :
o 2\

yakaromilah, S.HI.,M.H
Hakim Anggota,

1
v

Dian SitilK sumawardha;li, S.Ag., SH Alvi Syafiatin, S.Ag

Perincian biaya perkara:
1. Pendaftaran Rp. 30.000,00

2. Administrasi Rp. 50.000,00

3. Panggilan Rp. 580.000,00

4. Redaksi Rp. 5.000,00

5. Materai Rp. 6.000.00
Jumlah Rp. 671.000,00
(enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);
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